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ABSTRAK:

a.

Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan
memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar
dalam menghadapi Ekonomi Global dan Masyarakat Ekonomi Asean
serta memberikan konstribusi guna peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Kota Makassair;

bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Ujung Pandang
Nomor 4 Tahun 1996 dilakukan perubahan oleh karena sudah tidak
sesuai lagi dinamika masyarakat perbankan serta ketentuan hukum
yang menjadi dasar hukum pembentukannya sudah dicabut dan tidak
berlaku lagi;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Kota Makassar menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Kota Makassar
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